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Dalam beberapa belakangan setelah berakhirnya Perang Dingin, masal ah terorisme telah menjadi ancaman
yang semakin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang di negara maju. Serangan terorisme ke Amerika
Serikat (AS) padatanggal 11 September 2001 pada gilirannya telah menandai perkembangan baru gerakan
terorisme, yang membawa implikas terhadap perspektif keamanan global dan kawasan. Di tengah sistem
duniayang unipolar dan kebijakan unilateralise AS dalam perang terhadap terorisme, PBB mengeluarkan
Resolusi DK PBB no. 1373 (2001) secararelatif dapat dikatakan sebagai multilateralisas kepentingan AS
dalam penanganan terorisme. Terlepas dari terorisme tersebut merupakan ancaman bersama, bobot isi
resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS. Resolusi DK PBB no. 1373
(2001) ini secara garis besar mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama, antaralain lewat
pengaturan serta perjanjian bilateral dan multilateral, mencegah serangan teroris, mengambil tindakan untuk
melawan pelaku aksiaksi tersebut, dan secepat mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi
internasional serta protokol-protokolnya yang berkaitan dengan terorisme.

Resolusi juga memutuskan untuk membentuk suatu Komite di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian
dikenal dengan Hama Counter Terrorism Committee (CTC). CTC ini menyerukan kepada semua negara
untuk melapor kepada Komite tidak lebih dari 90 hari sgjak tanggal resolus ditetapkan dan setelah itu sesuai
dengan jadwal harus diagjukan kepada Komite guna penetapan langkah-langkah untuk mengimplementasikan
resolusi tersebut. Pemenuhan kewajiban di Counter Terrorism Committee (CTC) memperlihatkan adanya
keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan terorisme khususnya melalui kerangka
kerjasama multilateral. Keseriusan ini dapat dinilai dari waktu penyampaian |aporan yang dilaksanakan
sebelum batas waktu yang ditentukan. Keseriusan lain adalah isi laporan yang disusun berdasarkan
masukan-masukan dari departemen terkait. Pencapaian ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-
negara anggota PBB lainnya. Pemenuhan kewajiban di CTC oleh Pemerintah Indonesia terlihat agak
berbeda dengan opini yang ada di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi opini yang berkembang di masyarakat
ini sepertinya didukung pendapat atau pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat tinggi negara, tokoh
masyarakat, partai politik dan lain-lain. Opini yang berkembang di masyarakat cenderung menyatakan
bahwa merekatidak setuju dengan upaya pemberantasan terorisme yang ditempuh oleh Pemerintah
Indonesia karena mereka menganggap sasaran akhir dari opini duniayang sedang dibangun oleh negara-
negara barat dalam rangka pemberantasan teroris adalah umat Islam.

Teori-teori utamayang dipaka dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dari W.D. Coplin,
yang didukung oleh teori struktur politik dari Kenneth Waftz, Teori Rglim Keamanan dari Robert Jervis.
Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia memenuhi kewajibannyadi CTC
sebagal langkah pemberantasan terorisme internasional. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis,
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dapat dikatakan bahwa di tingkat ekstemal, unipolarisme dalam struktur sistem internasional saat ini
tercermin dalam dominasi peran AS di PBB. Banyak negara, termasuk Indonesia tidak mempunyai ruang
manuver yang cukup luas di forum multilateral untuk menentukan sendiri kebijakan luar negeri yang sesuai
dengan aspirasi domestik yang sering kali berseberangan dengan kecenderungan pengambilan keputusan di
forum PBB. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum multilateral adalah untuk
mengantisipasi kebijakan negaralain atau posisi mayoritas yang mengemuka dalam masalah tersebut. Upaya
Indonesia dalam CTC dilakukan dalam rangka memperkuat leverage posisi Indonesia nantinya. Hal ini
dilakukan mengingat keterkaitan antara situasi domestik dengan kebijakan luar negeri tidaklah seerat dan
seintensif keterkaitan posisi Indonesiadi CTC dengan struktur sistefn internasional yang melingkupinya.



